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Abstract 

 

Indonesian annual tax receipts in the government budgets mostlywere reached below 100%, indicating that the Economic growth 

based on the fiscal policies applied is not followed by tax payments by the Indonesians. It indicates that not all of the tax payers 

complies their payment according to the tax due from the regulations.  

The purpose of the study is to examine and analyze the effect of taxpayers’social norm, law enforcement, and taxpayers’moral to 

the taxpayers’ compliance in agro public companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Using questionnaires to the tax 

managers and or supervisors from 14 Agro companies as respondents, we describe and analyzedthe data by multiple regression 

in order to examine whether taxpayers’social norm, law enforcement, and taxpayers’moral affect the taxpayers’ compliance. The 

result foundtaxpayers’social norms, law enforcement and taxpayers’ moral simultaneously have a positive and significant effected 

on taxpayers’ compliance on paying taxes, but only taxpayers’ social norm impact the tax complance. Government can not rely on 

law emforcement (inspections and fines)and taxpayers’ moral, but especially on taxpayers’ social norms in order to make the 

taxpayers comply to pay tax. These are reflection of public perception of the administration of taxation and government.  

 

Keywords: tax compliance, social norm, law enforcement, taxpayers moral.   

 

PENDAHULUAN 

Penerimaan pajak pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Indonesiakebanyakan 

belum sesuai dengan rencana (pencapaian masih dibawah 100% rencana).Disamping itu pertumbuhan 

APBN tidak diikuti pertumbuhan penerimaan pajak.Hal ini menunjukkan adanya pengeluaran pemerintah 

yang tidak diikuti penerimaan pajak yang sesuai.Walaupun pada kenyataannya rencana penerimaan pajak 

terus mengalami peningkatan, namun penerimaan pajak tersebut belum sesuai dengan pertumbuhan 

ekonomi.Pada tahun 2012 – 2017 penerimaan pajak bertumbuh dari 980 triliun, menjadi 1077 triliun, 1147 

triliun, 1241 triliun, 1539 triliun dan menurun menjadi 1499 triliun. Hal ini menggambarkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan Pemerintah Indonesia tidak diikuti oleh 

pembayaran pajak oleh masyarakat Indonesia yang optimal. 

 
Tabel 1.Penerimaan Perpajakan tahun 2012-2017 

 

Penerimaan  2012    2013     2014               2015 2016    2017 

Perpajakan  980.518,1   1.077.306, 1.146.865,8    1.240.418,9   1.539.166,2  1.498.871,6  

Dalam Negeri    930.861,8   1.029.850,1    1.103.217,6    1.205.478,9    1.503.294,7  1.464.796,5  

Perdagangan Int’l    49.656,3       47.456,6       43.648,1         34.940,0       35.871,5       34.075,1 

 

Sumber: Nota Keuangan 2017 

Tingkat pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak meningkat rata-rata 11 % setiap tahun, hal ini guna 

menyeimbangi pengeluaran pemerintah yang tidak diikuti penerimaan pajak yang seimbang dengan 

pengeluaran pemerintahnya. Pengeluaran pemerintah tidak diikuti dengan penerimaan pajak yang seimbang. 

Berikutnya permasalahan ini dapat dilihat pada gambaran penerimaan pajak di Indonesia bila dibandingkan 

dengan negara – negara lain, penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal. Tax ratio atau rasio 

penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia menunjukan peningkatan, dapat 

diartikan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak. Namun dalam pelaksanaan peningkatan tax ratio di 

Indonesia ternyata masih dibawah negara-negara tetangga.Tax ratiodi Indonesia masih 11,0 -12,3 persen 

(tahun 2009-2012) diluar penerimaan pajak daerah dan Sumber Daya Alam (SDA) migas, bila termasuk 
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penerimaan pajak daerah dan SDA, tax ratio Indonesia sebesar 14,1 persen-15,8 persen. Jika dibandingkan 

dengan negara-negara ASEAN pada tahun yang sama seperti Brunei 44%; Malaysia 22.4%; Singapore  

 

 

15.9%; Thailand 20%; dan Philippine 14.7%, makatax ratio Indonesia seimbang dengan Singapore, lebih 

tinggi dari Philippines tetapi lebih rendah dari Thailand, Malaysia dan Brunei. (The World Fact Book, 2013).  

Kendala utama nya yaitu kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) yang masih dapat dan perlu ditingkatkan..  

Data-data tersebut diduga merupakan gambaran adanya masalah dalam kepatuhan pajak di Indonesia. 
 

Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa ternyata kepatuhan pajak di Indonesia belum memadai 

dan masih perlu ditingkatkan.Hal ini menunjukkan bahwa walau telah dilakukan upaya-upaya agar wajib 

pajak patuh membayar pajak, kepatuhan wajib pajak ternyata masih perlu ditingkatkan.. 

 

Penerimaan pajak tertinggi masih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh), kemudian disusul oleh 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Cukai, berkaitan dengan hal ini secara makro perusahaanlah yang 

membayar pajak kepada negara, tetapi secara mikro perusahaan hanyalah semacam perantara dalam 

pembayaran pajak. Pada kenyataannya jumlah pajak yang dibayar ke negara tersebut menjadi beban 

berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, konsumen, karyawan atau kombinasi 

ketiganya. 

Pada dasarnya baik wajib pajak maupun otoritas pajak menghendaki tingkat kepatuhan yang tinggi 

terhadap semua ketentuan perpajakan. Tetapi hal ini seringkali terkendala dengan persepsi wajib pajak 

terhadap manfaat yang dapat diperoleh melalui pembayaran pajak. Kepatuhan membayar pajak dilihat dari 

tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahun 2008-2010 masih 60% (Tabel 2) 

7,137,023 10,682,099 15,911,576

6,341,828 9,996,620 14,101,933

2,097,849 5,413,114 8,202,309

33.08% 54.15% 58.16%

: Diolah dari data Direktorat Jenderal Pajak RI, 2013

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Melaporkan SPT

Wajib Pajak yang wajib

Prosentase Rasio Kepatuhan

Sumber

Jumlah SPT yang diterima 

Tabel 2

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun 2008-2010

Keterangan 2008 2009 2010

Oleh Direktorat Jenderal Pajak

 
Catatan literatur berikut adalah variabel-variabel yang berkaitan dengan kepatuhan pajak. Sikap dan kendali 

perilaku mempengaruhi niat untuk patuh, sementara norma subjektif dan kebijakan sunset policy tidak 

mempengaruhi niat untuk patuh. Salah satu variabel bebas norma subyektif ternyata tidak berpengaruh pada 

perilaku kepatuhan membayar pajak (Ernawati dan Purnomosidhi, 2011). Lain lagi dengan jumlah account 

representative dan jumlah pemeriksaan sebagai penjabaran penegakan hukum secara signifikan 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak( Riyanto, 2012).Catatan tentang moral pajak di Indonesia masih 

karena adanya paksaan faktor ekstemal berupa besarnya denda pajak dibanding karena motivasi intrinsik 

individu (Cahyonowati, 2011), sehingga efektivitas kinerja pemungutan pajak yang diukur dengan tax 

ratiomasih pada ratio 13% - 16%. Pada prinsipnya tax ratiodipengaruhi oleh dua hal. Pertama, kepatuhan 

Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya 

seperti: adanya kesadaran dalam membayar pajak yang tumbuh sebagai suatu budaya dalam suatu 

komunitas, adanya manfaat yang dapat dirasakan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari  
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pembayaran pajak, pelayanan oleh Kantor Pajak Daerah serta law enforcement. Kedua, penggalian potensi 

pajak. Penggalian potensi pajak dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. 

Disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara efektifitas pemungutan pajak dengan tax 

ratio, dengan tingkat hubungan sedang (besarnya nilai koefisien korelasi sebesar 50,2). Tingkat hubungan 

koefisien korelasi sebesar 50,2 (sedang) menunjukkan bahwa faktor diluar efektifitas pemungutan pajak juga  

 

cukup besar mempengaruhi tax ratio, seperti pembentukan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, kepercayaan 

terhadap sistim perpajakan, serta manfaat yang dapat dinikmati dari pembayaran pajak (Wijito, 2012). Dari 

latar belakang penelitian masalah kepatuhan pajak diidentifikasi karena sikap dan kendali perilaku WP, 

norma sosial WP., kebijakan Pajak (Sunset policy, Tax amnesty, dll), jumlah pemeriksaan pajak (tergantung 

jumlah petugas pajak), pengakan hukum, moral WP, suka rela WP, pengetahuan dan kepercayaan WP 

terhadap sistim perpajakan serta pembiayaan negara, pelayanan Kantor Pajak (KPP), keadilan pajak, dan 

manfaat pajak.  

Dugaan bahwa kepatuhan pajak sebagian besar dipengaruhi oleh norma social WP., penegakan hukum, dan 

moral WP.  

Pertanyaan penelitian :apakah norma sosial wajib pajak, penegakan hukum, dan moral wajib pajak baik 

secara bersama-sama maupun secara parsial mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Hal ini dibuktikan 

dalam penelitian ini melalui pengukuran dimensi masing-masing variabel dengan alat kuesioner diambil dari 

petugas perpajakan pada perusahaan agro yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi 

linier.Data primer diperoleh dari jawaban kuesioner responden. Populasi penelitian seluruh perusahaan 

terbuka sektor agrobisnis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Dalam penelitian ini obyek penelitian berupa norma sosial wajib pajak, penegakan hukum, moral wajib 

pajak dan kepatuhan membayar pajak.  

Metode Penarikan Sampel 

Populasi perusahaan agro yang terdaftar di BEI adalah N = 14 perusahaan, oleh karena jumlah populasi 

sedikit, maka rumus Slovin tidak digunakan dan penelitian dilakukan dengan sampling jenuh atau seluruh 

populasi dianggap sampel, sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, n = 14 perusahaan. 

Pada penelitian ini seluruh populasi dijadikan sampel. Responden penelitian ditentukan dengan 

mempertimbangkan bahwa responden benar-benar mewakili badan usaha yang terpilih sebagai sampel. 

Dalam penelitian ini ditetapkan bahwa responden adalah petugas Public Relation atau manager dana tau 

supervisor yang bertugas menyiapkan administrasi perpajakan perusahaan atau karyawan lain yang ditunjuk 

oleh perusahaan tersebut untuk mewakili. 

 

Dimensi Variabel 

1) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu (sebagai persyaratandalam 

pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak): 

a) Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik Pajak Tahunan maupun Pajak Masa. 

b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam 

jangka waktu 10 tahun terakhir yang mengakibatkan kerugian Negara. 

d) Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk 

setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto 

(PKP). 
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2) Variabel Norma Sosial Wajib Pajak ( ) 

Keyakinan normatif (normative beliefs) yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang 

memotivasi seesorang untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and motivation to comply). 

Keyakinan normatif merupakan indikator yang kemudian menghasilkan norma subjektif (subjective norms). 

Jadi norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku 

tertentu.(Ernawati dan Purnomosidhi, 2011) 

 

3) Variabel Penegakan Hukum ( ) 

Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau barang bukti yang dilaksanakan 

secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (pasal 1 angka 25 UU KUP). Penegakan hukum dalam penelitian ini 

meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengenaan denda kepada wajib pajak. 

 

4) Variabel Moral Wajib Pajak ( ) 

Dalam penelitian ini karena yang diteliti adalah badan usaha, maka faktor yang mempengaruhi moral wajib 

pajak terdiri dari variabel sosial kemasyarakatan yang dipengaruhi oleh dimensi: Kepercayaan terhadap 

sistem hukum dan system perpajakan; Kebanggaan nasional; Penghindaran pajak persepsian; dan 

Desentralisasi. (Chayonowati, 2011) 
Tabel 2 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Dimensi Jumlah Pertanyaan 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Tepat waktu 2 

Tidak punya tunggakan 2 

Tidak pernah dijatuhi hukuman 2 

Norma Sosial Wajib Pajak( ) 
Keyakinan normatif 2 

Motivasi 2 

Penegakan Hukum( ) 
Pemeriksaan 2 

Denda 2 

Moral Wajib Pajak( ) 

Kepercayaan terhadap sistem 

hukum dan perpajakan 
2 

Kebanggaan nasional 2 

Penghindaran pajak persepsian 2 

Desentralisasi 2 

Sumber: Landasan teori dan peraturan perpajakan 

 

E. Uji hipotesis 

Hipotesis 1,2,3 diuji dengan uji-t, sedangkan hipotesis 4 diuji dengan uji-F. Uji hipotesis dilakukan dengan 

analisis regresi linier berganda. 

Persamaan model penelitian adalah sebagai berikut 

Y = a + b1  + b2  + b3  +ε 

Keterangan :  

Y = Kepatuhan wajib pajak 

b1-b3 = Koefisien regresi masing-masing variabel bebas 

a = Konstanta  

 =  Norma Sosial wajib pajak 

 =  Penegakan hukum 

 = Moral wajib pajak 

ε = Estimate of error dari masing-masing variabel 
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4. Koefisien Determinasi (Goodness of Fit) 

 

Ajusted R Squaredigunakan untuk pengujian kecocokan model pengaruh variabel Norma Sosial wajib pajak 

(X1), Penegakan hukum (X2), dan Moral wajib pajak (X3) terhadap Kepatuhan Pajak.. 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

 

Demografi Responden Subyek Penelitian 

Distribusi usia responden menunjukkan bahwa yang mewakili perusahaan untuk menjawab kuesioner 

penelitian sebagian besar berusia  antara 25-40 tahun (72%) yang merupakan usia yang produktif dan 

umumnya sudah mempunyai jabatan yang cukup baik sehingga dipercaya oleh perusahaan untuk mewakili. 

 

Distribusi gender responden tersebut menunjukkan bahwa gender perempuan dan laki-laki mempunyai 

kemungkinan yang sama untuk dipercaya mewakili perusahaan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada 

dalam kuesioner penelitian. 

 

Distribusi jabatan responden tersebut mengindikasikan bahwa pada umumnya sebagian besar perusahaan 

menunjuk petugas public relation untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner penelitian. Hal 

ini wajar, karena petugas public relation adalah petugas yang memang bertanggung jawab untuk 

berhubungan dengan pihak luar dan memberikan jawaban-jawaban yang dapat mengangkat citra perusahaan. 

 

Analisis dan Pembahasan 

 

Persamaan regresinya: 

 

Y =  2.419 + 0.964X1+ 0.160X2 + 0.147X3 

Keterangan : 

Y   = Kepatuhan Wajib Pajak 

X1 = Norma Sosial 

X2 = Penegakan Hukum 

X3 = Moral Wajib Pajak 

 

 

 

Tabel 3Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.419 1.226  1.972 .077 

NORMA .964 .348 .690 2.770 .020 

HUKUM .160 .416 .111 .386 .708 

MORAL .147 .231 .193 .637 .539 

a. Dependent Variable: KEPATUHAN 

Sumber: Hasil olah jawaban kuesioner dengan SPSS 

 

Hanya hipotesis 1 yang signifikan positif. Norma social WP signifikan positif mempengaruhi kepatuhan 

pajak WP.. 

Sementara Penegakan hukum dan moral WP tidak signifikan positif mempengaruhi kepatuhan pajak WP. 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa persamaan regresi liniernya adalah  
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Y = 2.419 + 0.964  + 0.160  + 0.147  + 1.226   menunjukan  bahwa Kepatuhan Membayar Pajak 

dipengaruhi secara positif oleh Norma Wajib Pajak, Penegakan Hukum dan Moral Wajib Pajak; jika Norma 

Wajib Pajak, Penegakan Hukum dan Moral Wajib Pajak meningkat maka Kepatuhan Membayar Pajak juga 

meningkat; demikian pula sebaliknya. 

Hasil Persamaan regresi linier menunjukkan bahwa Norma Wajib Pajak (koefisien 0.964),signifikan dan 

dominan mempengaruhi kepatuhan pajak WP. 

 

Tabel 4. Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .989
a
 .977 .970 1.065 

a. Predictors: (Constant), MORAL, NORMA, HUKUM 

Kecocokan modelNorma Wajib Pajak, Penegakan Hukum, danMoral Wajib Pajak, mempengaruhikepatuhan 

pajakWP dengan adjustedR square senilai 0.971 yang mendekati 1; sehingga dapat  disimpulkan bahwa 

hubungan antara Norma Wajib Pajak, Penegakan Hukum dan Moral Wajib Pajak secara simultan dengan 

Kepatuhan Membayar Pajak adalah kuat (mempunyai Goodness of Fit yang baik). 
 
 

Tabel 5.ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 486.375 3 162.125 142.971 .000
a
 

Residual 11.340 10 1.134   

Total 497.714 13    

a. Predictors: (Constant), MORAL, NORMA, HUKUM 

b. Dependent Variable: KEPATUHAN 

 

Tabel 5 menunjukan bahwa model kepatuhan pajak dengan prediktor Norma Wajib Pajak ( ), Penegakan 

Hukum ( ) dan Moral Wajib Pajak ( ) signifikan atau mempengaruhi kepatuhan pajak Wp. 

Kesimpulan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi positif oleh norma social WP, penegakan hukum dan moral 

pajak WP. Namun bila menggunakan model ini untuk generalisasi seluruh WP maka yang signifikan 

mempengaruhi positif adalah Norma social WP. Sementara penegakan hukum dan moral pajak WP tidak 

signifikan positif mempengaruhi kepatruhan pajak. 

Implikasinya bahwa hanya norma social yang dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, dengan 

catatan semua WP mempunyai pendapat seperti WP industri Argo. Jadi hasil penelitian ini mempunyai 

keterbatasan bahwa WP merupakan WP pada industri Argo. Bila hasil penelitian ini akan digunakan dalam 

meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, maka responden harus mewakili seluruh responden populasi 

WP di Indonesia.  

 

Pembahasan 

Sejak tahun 1984 sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistemself assessment; wajib pajak 

diberi wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

perundang-undangan perpajakan yang ber-laku. Penerapan sistem ini akan efektif apabila kondisi kepatuhan 

sukarela (voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk. Kepatuhan sebagai fondasi self 

assessmentdapat dicapai apabila elemen-elemen kunci seperti program pelayanan yang baik kepada wajib 

pajak; prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak; program pemantauan kepatuhan dan 

verifikasi yang efektif; dan pemantapan law enforcement secara tegas dan adil telah diterapkan secara 

efektif. 

Norma Sosial mempengaruhi kepatuhan membayar pajak 
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Ernawati dan Purnomosidhi (2011) menemukan Norma subjektif adalah keyakinan wajib pajak tentang 

kekuatan pengaruh orang-orang atau faktor lain di lingkungannya yang memotivasi seseorang untuk 

melakukan kepatuhan pajak atau tidak melakukan kepatuhan pajak. Sikap terhadap kepatuhan pajak yang 

positif atau norma sosial yang sudah terbentuk dari pengetahuan dan pengalaman wajib pajak maupun  

 

pengalaman orang atau badan lain akan membentuk niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Namun, 

niat ini berubah karena pengaruh orang atau badan disekitarnya atau faktor-faktor lainnya.  

Dalam penelitian ini norma sosial dari norma wajib pajak yang digunakan adalah keyakinan masyarakat 

dan motivasi untuk mematuhinya. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa secara parsial norma sosial 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak; ini berarti hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ernawati dan Purnomosidhi (2011). 

Penegakan Hukum mempengaruhi kepatuhan membayar pajak 

 

Hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata Negara dan hukum pidana (Resmi, 2008) agar WP patuh 

pajak. 

Cahyonowati (2011) menyatakan bahwa hukum ekonomi telah banyak digunakan dalam penelitian 

terdahulu mengenai kepatuhan pajak. Motivasi wajib pajak untuk taat pajak atau menggelapkan pajak  

 

dianalisis dengan berdasarkan motivasi ekonomi dari wajib pajak. Pendekatan tradisional ini berguna untuk 

menganalisis motif ekonomi dibalik kejahatan termasuk juga kejahatan dalam perpajakan. Torgler (2002) 

menemukan bahwa pemeriksaan pajak (tax audit) berhubungan positif dengan tingginya tax morale. Hal ini 

karena wajib pajak yang patuh akan melihat bahwa mekanisme hukum yang dibangun oleh fiskus mampu 

menghukum wajib pajak yang tidak taat. Sebaliknya, denda pajak yang tinggi akan menurunkan motivasi 

individu untuk membayar pajak. 

Riyanto (2012) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan dan atau barang bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 angka 

25 UU KUP). Jadi tujuan pemeriksaan adalah pertama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan yang kedua adalah untuk tujuan lain. 

Penegakan hukum dalam penelitian ini meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengenaan denda kepada wajib 

pajak. Ternyata pemeriksaan pajak yang tujuan nya agar patuh pajak tidak signifikan membuat WP patuh 

pajak. 

Moral wajib pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak 

Kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh norma subjektif, pengendalian perilaku pegawai bagian 

pajak, niat pegawai bagian pajak untuk patuh pajak, iklim di dalam organisasi dan kondisi keuangan 

perusahaan (Kiswara, 2009). Namun agar warga negara mematuhi norma hukum yang ada sepanjang 

mereka percaya bahwa warga negara yang lain juga patuh. Ketidakpatuhan seseorang juga akan 

mempengaruhi ketidakpatuhan individu lainnya karena persepsi mengenai ketidakpatuhan akan 

menimbulkan perilaku oportunistik. Tindakan penggelapan pajak (tax evasion) yang dilakukan individu 

akan merusak tax morale individu lainnya (Cahyonowati, 2011).  

Moral pajak menjadi salah satu penentu utama kepatuhan pajak. Literatur yang membahas hubungan antara 

moral pajak dan perilaku kepatuhan secara konsisten melaporkan adanya korelasi positif dari dua elemen 

tersebut. Umumnya, negara-negara dengan tingkat moral pajak tinggi mempunyai tingkat kepatuhan pajak 

yang tinggi dan kepalsuan perekonomian (shadow economy) yang rendah (Nichita dan Bătrâncea, 

2012).Namun hasil penelitian menemukan bahwa moral pajak tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan 

pajak. 
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